
 

 
GUBERNUR SULAWESI TENGAH 

 

PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGAH 
 

NOMOR    6   TAHUN 2026 

 
TENTANG 

 

      PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 18 TAHUN 2025 

TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH 
PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN 2026 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 

GUBERNUR SULAWESI TENGAH, 

 

Menimbang : a.  bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 343 ayat (1) Peraturan Menteri 

Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara 

Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, 

Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan 

Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan 

Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, 

menyatakan bahwa Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 

dan Rencana Kerja Perangkat Daerah dapat dilakukan apabila 

berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan dalam tahun berjalan 

menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan 

keadaan; 

b. bahwa dalam rangka menjaga konsistensi antara perencanaan dan 

penganggaran serta menjadi landasan penyusunan Kebijakan 

Umum Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah dan 

Perubahan Prioritas Plafon Anggaran Sementara APBD Tahun 

Anggaran 2026, perlu dilakukan Perubahan Rencana Kerja 

Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2026; 

c. bahwa perkembangan kerangka ekonomi daerah dan dinamika 

kondisi sosial masyarakat di Sulawesi Tengah tidak sesuai lagi 

dengan kondisi sebagaimana dalam Peraturan Gubernur tentang 

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 

2026 dan untuk memberikan kepastian hukum dan arah 

pengaturan mengenai Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi 

Sulawesi Tengah, maka Peraturan Gubernur tentang Rencana Kerja 

Pemerintah daerah perlu diubah; 

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam 

huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan 

Gubernur tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 18 

Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi 

Sulawesi Tengah Tahun 2026; 
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Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4421); 

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 

244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153); 

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2022 tentang Provinsi Sulawesi 

Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 

66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6777); 

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang 

Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan 

Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang 

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara 

Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana 

Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 

2017 Nomor 1312); 

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2025 tentang 

Pedoman Penyusunan  Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 

2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 435); 

6. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 1 Tahun 2025 

tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi 

Sulawesi Tengah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Provinsi 

Sulawesi Tengah Tahun 2025 Nomor 182); 

7. Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 18 Tahun 2025 

tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi 

Tengah Tahun 2026 (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tengah 

Tahun 2025 Nomor 956); 

 
MEMUTUSKAN: 

 

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN 

GUBERNUR NOMOR 18 TAHUN 2025 TENTANG PENCANA KERJA 

PEMERINTAH DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN 2026. 

        

       Pasal I 

  Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah 

Nomor 18 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah 

Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2026 (Berita Daerah Provinsi Sulawesi 

Tengah Tahun 2025 Nomor 956) diubah sebagai berikut: 
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1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: 

 

       Pasal 1 

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi 

Tengah yang selanjutnya disingkat Perubahan RKPD Tahun 2026 

adalah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi 

Sulawesi Tengah sebagai landasan dalam Kebijakan Umum 

Perubahan Anggaran dan Perubahan Prioritas Plafon Anggaran 

Sementara Tahun 2026. 

 

2. Ketentuan ayat (1) Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: 

 

       Pasal 3 

(1) Buku I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) disusun 

dengan sistematika sebagai berikut: 

a. BAB I  Pendahuluan; 

b. BAB II  Evaluasi hasil triwulan II RKPD tahun 2025; 

c. BAB III Kerangka ekonomi dan keuangan Daerah; 

d. BAB IV Sasaran dan prioritas pembangunan Daerah; 

e. BAB V  Rencana kerja dan pendanaan Daerah; dan 

f. BAB VI Penutup. 

(2) Buku I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam 

lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari 

Peraturan Gubernur ini. 

 

3. Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: 

        

       Pasal 5 

Peraturan Gubernur ini menjadi pedoman Perangkat Daerah Provinsi 

Sulawesi Tengah dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah Provinsi 

Sulawesi Tengah dalam Penyusunan Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah Perubahan Provinsi Sulawesi Tengah Tahun Anggaran 

2026. 

 

4. Di antara Pasal 5 dan Pasal 6 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 

5A sehingga berbunyi sebagai berikut: 

 

       Pasal 5A 

Dalam hal Program dan Kegiatan Tahun 2026 Sumber Dana APBD 

Provinsi, Perangkat Daerah tidak mengalami perubahan, maka tetap 

berlaku ketentuan Buku II huruf a sebagaimana tercantum dalam 

Lampiran Perubahan RKPD Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2026. 

 

5. Lampiran I diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang 

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini. 

 

6. Lampiran II diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang 

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini. 
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       Pasal II 
 

 Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

 

 Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 

Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam berita Daerah 

Provinsi Sulawesi Tengah.   

 

 

Ditetapkan di Palu 

pada tanggal  27 Juli 2026 

 

GUBERNUR SULAWESI TENGAH, 

 

ttd 

 

ANWAR HAFID 

Diundangkan di Palu 

pada tanggal  27 Juli  2026 

 

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI 

      SULAWESI TENGAH, 

 

                       ttd 

      NOVALINA 

   BERITA DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN 2026 NOMOR 989 

      Salinan sesuai dengan aslinya 

 

 

 

 

 

 

 

 Ditandatangani secara elektronik oleh : 
KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT 

DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH, 
 
 

 
Dr. ADIMAN, S.H., M.Si 
Pembina Utama Muda 

NIP. 19740610 200003 1 007 

 
${ttd_pengirim} ${ttd}
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